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PENGUNDANGAN PERPRES 64 TAHUN 2020
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Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020 membatalkan Pasal 34 

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019 tentang 

Perubahan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan

Dalam pertimbangannya MA mendorong pemerintah memperhatikan 

ekosistem JKN secara menyeluruh agar program JKN 

dapat berkesinambungan

Pemerintah telah mengundangkan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang 
Jaminan Kesehatan

Pemantapan Pelayanan FKRTL sebagai bentuk optimalisasi

Perpres 64 tahun 2020 untuk memperkuat ekosistem JKN demi 

kesinambungan JKN
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Arah Ekosistem Program JKN yang Sehat dan Berkesinambungan

Saat ini terjadi kesenjangan antara iuran dengan manfaat yang 
komperehensif, sehingga untuk kesinambungan Program perlu perbaikan
ekosistem dengan mempertimbangkan:
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PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Pekerja Penerima Upah
dan Anggota Keluarganya

Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Anggota Keluarganya

Bukan Pekerja (BP) dan
Anggota Keluarganya

PBI Jaminan Kesehatan

A

B

C

Penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota

D

PBI APBN
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BAGAIMANA CARA MENDAFTAR PESERTA JKN-KIS?

• Masyarakat tidak perlu mendaftar ke BPJS Kesehatan

• Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial/Dinas Sosial
sesuai kriteria yang telah ditentukan , selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan

PBI-APBN

• Masyarakat tidak perlu mendaftar ke BPJS Kesehatan

• Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Dinas Sosial/Dinas yang ditunjuk oleh
Pemda, selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

PBI-APBD

• Didaftarkan oleh perusahaan/ kantor tempat bekerja

• Menanggung istri/suami dan 3 orang anak.

Pekerja Penerima
Upah

• Mendaftar secara perorangan untuk seluruh anggota keluarga sesuai Kartu Keluarga
ke Kantor BPJS Kesehatan maupun melalui Layanan Keliling Mobile Customer Service

• Cukup dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga asli dan fotokopi buku rekening
tabungan BRI/BNI/Mandiri/BCA.

Peserta PBPU/BP





Iuran Pst Mandiri

Tanggungan Keluarga Peserta JKN-KIS 
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
PNS – TNI – POLRI – PEGAWAI BADAN USAHA

Ketentuan AnakKeluarga Inti 
dalam 

Tanggungan

Pekerja

Peserta

1 Suami/Istri 
Yang Sah

Anak I

3 Anak Kandung, Anak tiri 
dan/atau Anak Angkat yang 

Sah dari Peserta

Tidak atau belum pernah 
menikah atau tidak 

mempunyai penghasilan 
sendiri

Belum berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun atau belum 

berusia 25 (dua puluh lima) 
tahun yang masih 

melanjutkan pendidikan 
formal

Anak II

Anak III

Keluarga 
Tambahan

Orang Tua & Mertua
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Peserta Mandiri (PBPU / Bukan Pekerja )
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Perpres 64/2020 Pasal 42 Ayat:

(3a) Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan peserta sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berakhir dan status kepesertaan aktif kembali, apabila peserta:

a. telah membayar Iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan;

b. membayar Iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara

jaminan; dan

c. dengan sisa Iuran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran tunggakan Iuran

sebagaimana dimaksud pada huruf a masih menjadi kewajiban peserta.

(3b) Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, peserta wajib melunasi sisa Iuran bulan

yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf c seluruhnya paling

lambat pada tahun 2021.

Program Keringanan Pembayaran 

Tunggakan JKN (Relaksasi Tunggakan)

*berlaku sd 31 Desember 2020
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Pengenaan Denda Layanan



14

Skema Pembayaran Denda th 2020 dan 2021
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Penerima Bantuan Iuran (PBI)
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Skema Pengusulan Peserta PBI-JK

Usulan masyarakat / 
Pendataan oleh Desa

Penetapan usulan
melalui Musdes / 

Muskel

Entry hasil penetapan
Musdes / Muskel oleh

operator Desa

Aplikasi SIKNG

Rekpaitulasi dan verifikasi
usulan oleh Dinas Sosial

utnuk diteruskan ke
kementrian Sosial

Data BDT / 
DTKS

Penetapan data usulan oleh
Kementrian Sosial sebagai

peserta PBI-JK

Data PBI-JK disampaikan
kepada Kementrian

Kesehatan

Data PBI-JK disampaikan
kepada BPJS Kesehatan

untuk didaftarkan sebagai
peserta JKN-KIS

Data JKN-KIS

BPJS Kesehatan mencetak
dan mendistribusikan KIS 

kepada penerima manfaat

Nama Sesuai KTP
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1. Bab II Persyaratan, Tata Cara dan Perbaikan Data Pasal 6

a. Dalam hal terdapat penghapusan terhadap peserta PBI JK, namun kemudian masih layak

membutuhkan layanan kesehatan, tetap dapat menerima layanan kesehatan sebagai peserta PBI JK

(ayat 7).

b. Peserta PBI JK yang dihapuskan, namun kemudian masih layak membutuhkan layanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwajibkan melapor kepada dinas sosial daerah

kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan surat keterangan dari dinas sosial daerah

kabupaten/kota setempat (ayat 8).

Penerima Bantuan Iuran (PBI) - APBN
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c. Peserta PBI JK yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 6 (enam) bulan

harus memperbaiki data dirinya sesuai data kependudukan dengan melaporkan kepada dinas sosial

daerah kabupaten/kota untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 16).

d. Peserta PBI JK yang telah dihapus namun kemudian ditemukan layak membutuhkan layanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan paling lambat 6 (enam) bulan belum terdaftar dalam data

terpadu kesejahteraan sosial sejak mendapatkan layanan kesehatan pertama setelah penghapusan

sebagai peserta PBI JK sebagaimana dimaksud pada ayat (14), kepesertaan sebagai Peserta PBI JK

dihapuskan pada periode berikutnya (pasal 17)

Penerima Bantuan Iuran (PBI) - APBN



Penerima Bantuan Iuran (PBI) - APBN

NB: 

- Usulan pengaktivan kembali hanya untuk peserta yang sebelumnya sudah terdaftar dan dalam kondisi non aktif < dari 6 bulan.
- Pengusulan baru, tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.

Peserta PBI JK yang dihapuskan, namun kemudian masih layak membutuhkan layanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwajibkan melapor kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota

setempat untuk mendapatkan surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat (ayat

8).

ALUR  REAKTIVASI

- Menghubungi PIPP RS/ Care 
Centre 1500 400/ ke kantor
cabang,Kabupaten BPJS 
Kesehatan terdekat.

Peserta memerlukan pelayanan
kesehatan dan non aktif < 6 bulan

Peserta
mengecek

tanggal non 
aktif

1. Mengecek data SIKSNG.
2. Mengeluarkan surat

keterangan.
3. Melaporkan surat

rekomendasi kepada
BPJS Kesehatan
setempat secara
kolektif.

4. Mendaftarkan peserta
ke DTKS jika belum
terdaftar

DINAS SOSIAL 
KABUPATEN/KOTA

PROSES RE’AKTIVASIKepesertaan telah
aktiv



Skema Pengusulan Peserta
Tanggungan Pemda Lombok Timur

(PD-PEMDA)

Usulan masyarakat / 
Pendataan oleh Desa

Usulan disampaikan ke
UPTPK

UPTPK melakukan verifikasi
dan meberikan rekomendasi

Dinas Sosial menerima data 
rekomendasi usulan untuk

dilakukan rekapitulasi

Dinas Sosial berkordinasi
dengan Dinas Kesehatan
untuk menetapkan data 

usulan

Data usulan disampaikan
kepada BPJS Kesehatan

untuk didaftarkan sebagai
peserta JKN-KIS

Data JKN-KIS

Data usulan diproses BPJS 
Kesehatan untuk

didaftarkan sebagai peserta
JKN-KIS

Proses 
verifikasi

BPJS Kesehatan mencetak
KIS dan menyerahkan

kepada Dinas Kesehatan

KIS yg tercetak diserhakan kepada Dinas Kesehatan
untuk didistribusikan kepada penerima manfaat
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Kanal Layanan Administrasi BPJS Kesehatan

Aplikasi Mobile 
JKN

Kader JKN
BPJS Kesehatan 
Care Center 1500 
400

Mall Pelayanan 
Publik

Mobile Customer 
Service

Website BPJS 
Kesehatan

Bank/PPOB dan 
Pihak Lainnya





Tata Cara Download 
dan Registrasi Aplikasi

Mobile JKN





Pelayanan PANDAWA 
- Pelayanan Administrasi melalui media Whatsapp
- Cakupan wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah

- Nomor Whatsapp : 085337125002 
- Perubahan data : Nama, alamat, faskes, tambah anggota

keluarga.



Terima Kasih

Kini Semua Ada Dalam
Genggaman!

www.bpjs-kesehatan.go.id

Download Aplikasi Mobile JKN


